





KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI

2.1	Pengertian Administrasi
Administrasi adalah istilah yang sering kita dengar di dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.
Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan luas. Handayaningrat dalam buku yang berjudul “Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen” (2002:2) menyatakan bahwa :
“Administrasi secara sempit berasal dari kata Administratie (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (clerical work).”
Administrasi dalam arti sempit menurut Nawawi dalam buku yang berjudul “Perilaku Administrasi: Kajian, Teori dan Pengantar Praktik” (2010:33) menyatakan bahwa : “Administrasi secara sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional.”
Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan catat- mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan yang diperlukan dalam organisasi.
Pengertian administrasi secara luas menurut Nawawi dalam buku yang berjudul “Perilaku Administrasi: Kajian, Teori dan Pengantar Praktik” (2010:35) menyatakan bahwa :
“Administrasi dalam arti luas adalah proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien.”
Siagian yang dikutip oleh Pasolong dalam buku berjudul “Teori Administrasi Publik” (2016:3) menyatakan bahwa : “Administrasi sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” 
Administrasi dalam arti luas berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti luas meliputi adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, adanya kerja sama dari kelompok tersebut, adanya kegiatan/proses/usaha, adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan dan adanya tujuan.


Administrasi dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu: 
1.	Administrasi dalam arti institutional, yang mana administrasi dimaksudkan sebagai keseluruhan orang/kelompok orang-orang yang sebagai suatu kesatuan menjalankan proses kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.
2.	Administrasi dalam arti fungsional, yang dimaksud dengan fungsional adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan (termasuk juga di dalamnya tindakan untuk menentukan tujuan itu sendiri, atau dengan kata lain bersifat melihat ke depan, artinya melihat kepada pencapaian tujuan pada masa yang akan datang.
3.	Administrasi sebagai proses, sebagai proses, sebagai proses administrasi berarti keseluruhan proses yang berupa kegiatan-kegiatan, pemikiran-pemikiran, dan pengaturan-pengaturan sejak penentuan sampai penyelenggaraan sehingga tercapainya suatu tujuan.
2.1.1	Pengertian Administrasi Negara
Pfifner dan presthus yang dikutip oleh syafiie dalam bukunya berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia” (2003:31) menyatakan bahwa : “Administrasi Negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.”
1.	Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintahan. Hal ini terutama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
2.	Secara ringkas, administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap sejumah orang.

Waldo yang dikutip Syafei dalam bukunya berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia” (2003:33) menyatakan bahwa : “Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.
Gordon yang dikutip Syafei dalam bukunya berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia” (2003:33) menyatakan bahwa :
“Administrasi Negara adalah seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, serta peradilan.”
Lichfield dikutip Syafei dalam bukunya berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia” (2003:33) menyatakan bahwa : “Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.”
2.2	Manajemen
Dalam suatu organisasi diperlukan manajemen untuk mengatur proses penyelenggaraan organisasi hingga tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Pada instansi pemerintah khususnya menyangkut soal pelayanan publik, diperlukan manajemen yang efektif dan efisien dalam proses penyelenggaraan pelayanan agar tercapainya tujuan dari pelayanan itu sendiri yakni kepuasan masyarakat. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno ménagement, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Selain itu juga, manajemen berasal dari bahasa inggris yaitu management berasal dari kata manage menurut kamus oxford yang artinya memimpin atau membuat keputusan di dalam suatu organisasi. Istilah manajemen yang diterjemahkan dari kata manage memang biasanya dikaitkan dengan suatu tindakan yang mengatur sekelompok orang di dalam organisasi atau lembaga tertentu demi mencapai tujuan-tujuan tertentu.
Terry yang dikutip oleh Winardi dalam bukunya “Azas-Azas Manajemen” (2000:4) menyatakan bahwa :
“Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber-sumber daya.”
Stoner dan Freeman dalam bukunya yang berjudul  “Management edisi Bahasa Indonesia Edisi Kelima” (2012: 44) menyatakan bahwa :
“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian-pengertian manajemen yang telah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dipahami bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan.”
Mariane dalam buku yang berjudul “Azas-azas Manajemen” (2018:2) menyatakan bahwa:
 “Proses kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan dengan menggunakan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”

2.3	Organisasi
Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli.
Waldo yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya “Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi” (2013:124) menyatakan bahwa : “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administasi.”
Hasibuan dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2010:120) menyatakan bahwa : “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. 
Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan orang juga dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi diantara orang-orang yang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja pegawai tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada. 
Berikut ini peneliti akan kemukakan beberapa pengertian organisasi menurut para ahli. Thoha yang dikutip oleh Silalahi dalam bukunya “Studi tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori, dan Dimensi” (2013:124) menyatakan, bahwa:
“Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini di sebut hirarki dan konsekuensi dari hirarki ialah adanya kategori kelompok superior dengan kelompok subordinasi”.

Hasibuan dalam bukunya yang berjudul “Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah” (2011:120) menyatakan bahwa : “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.”
2.4	Konsep Pelayanan Publik
2.4.1	Pengertian Pelayanan
Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung. Kamus Bahasa Indonesia (2007:646), pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani, (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang), (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.
	Sinambela dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik” (2014:5) menyatakan bahwa: “Pelayanan adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan”.
	Donal yang dikutip dalam buku Hardiansyah yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.” (2011 : 10) bahwa pelayanan pada dasarnya adalah :
“Kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan ada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikkan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.”

Lovelock dikutip dalam buku Hardiansyah yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya” (2011 : 10) menyatakan bahwa: “Service adalah produk yang tidak berwujud berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami. ”Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dimiliki dan berlangsung sesaat atau tidak tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima pelayanan.
Secara etimologi menurut Poerwadarminta yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya.”  (2011 : 11) menyatakan bahwa : 
“Pelayanan berasal dari kata layan yang berarti membantu menyiapkan/mengurus apa-apa yang diperlukan seseorang, kemudian pelayanan dapat diartikan sebagai : Perihal/cara melayani; service/jasa; Sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Dan dari uraian diatas, maka pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain.”
Thoha yang dikutip oleh Hardiansyah dalam buku berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya.” (2011 : 11) menyatakan bahwa : 
“Pelayanan itu adalah pengabdian dan pengayoman. Dari seorang administrator diharapkan akan tercermin sifat-sifat memberikan pelayanan publik, pengabdian kepada kepentingan umum dan memberikan pengayoman kepada masyarakat lemah dan kecil. Administrator lebih menekankan pada pendahuluan kepentingan masyarakat/umum dan memberikan service kepada masyarakat ketimbang kepentingan sendiri.”

2.4.2	Pengertian Pelayanan Publik
	Sinambela dalam buku “Reformasi Pelayanan Publik” (2014:5) menyatakan bahwa :
“Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.”
Wasitiono yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.”(2011:11) menyatakan bahwa : 
“Pelayanan umum dan pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.”

Gassperz yang dikutip oleh Ibrahim dalam buku berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya” (2008:3) menyatakan bahwa :
“Pelayanan sukar diukur secara ekstrak dan relatif tidak berbentuk, pelayanan itu sendiri merupakan keluaran yang bersifat spesifik/standar pelayanan tidak dapat dikabulkan secara tetap karena terpengaruh lingkungan yang kompleks sifatnya dan selalu berubah, terdapat hubungan langsung antara pelanggan terlibat dalam proses pelayanan tersebut, keterampilan sangat tergantung pada pemberi pelayanan, membutuhkan berbagai pertimbangan dalam memberikan pelayanan, pengukuran efisien dan efektivitas pelayanan pada dasarnya bersifat subyektif (terutama persepsi pelanggan), pentingnya proses yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali kualitas pelayanan, biasanya penentuan opsi menetapkan agar pelayanan cukup rumit, karena banyak pertimbangan yang harus di pertimbangkan materil, tetapi juga emosional, nilai, dan kondisi setempat.”
Pelayanan publik merupakan salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia karena menyangkut pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang terkait dengan kebutuhan dasar seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.
Selain pemberian pelayanan publik yang baik, hal yang paling penting untuk diperhatikan lainnya adalah hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang maksimal, karena pelayanan yang maksimal akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat. Hal ini sependapat dengan yang dikatakan Moenir dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia” (2014:47) menyatakan bahwa :
“Pelayanan publik yang maksimal akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat antara lain, masyarakat akan terus menerus bangga dan menghargai pegawai, patuh terhadap peraturan layanan, terciptanya kegairahan usaha dalam masyarakat, serta peningkatan dan pengembangan masyarakat secara dinamis.”

Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi berkembang lebih luas pada tatanan organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan kompetisi global yang makin ketat. Dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang baik, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasaan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa.
Sinambela dalam buku yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasinya” (2014:5), mengemukakan lima hal yang paling signifikan untuk diperhatikan pemerintah dalam memberikan pelayanan yaitu :
1.	Fuction, yaitu kinerja primer yang dituntut
2.	Confirmance, yaitu kepuasaan yang didasarkan pada pemenuhan persyaratan yang diterapkan.
3.	Reliability, yaitu kepercayaan terhadap jasa dalam kaitannya dengan waktu.
4.	Serviceability, yaitu kemampuan untuk melakukan perbaikan apabila terjadi kekeliruan.
5.	Assurance, yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari biaya, resiko atau keragu-raguan.

Dari beberapa uraian diatas mengenai pelayanan publik atau pelayanan umum yang sejatinya berupa kegiatan yang harus dilakukan pemerintah dalam hal melayani kebutuhan masyarakat mulai dari kebutuhan sehari-hari diantaranya kebutuhan akan sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Maka masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan konsep pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat.
2.4.3	Hakikat Pelayanan Publik
Ibrahim dalam buku “Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya” (2008:19), menyatakan bahwa hakikat pelayanan publik atau pelayanan umum antara lain :	
1.	Meningkatkan mutu atau kualitas dan kuantitas/produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi (Lembaga) pemerintah/pemerintahan dibidang pelayanan umum (tingkat perbedaan antara instansi dengan lembaga /instansi)
2.	Mendorong segenap upaya untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan sistem pelaksanaan, sehingga pelayanan umum dapat diselenggerakan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna.
3.	Menolong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
2.4.4	Asas-Asas Pelayanan Publik
Ibrahim dalam buku yang berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya” (2008:19) menyatakan bahwa pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana (dalam arti luas, bukan dengan cara yang tradisional), terbuka, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. Oleh karena itulah setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur dasar (asas-asas) antara lain sebagai berikut :
1.	Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak. Sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
2.	Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. Tentunya Kebijakan publik yang melahirkan aturan perundang-undangan /perda tersebut, harus pula menganut prinsip partisipasi masyarakat sejak masuknya proses hingga pengambilan keputusannya, karena masyarakat lah yang menjadi objek pelayanan tersebut.
3.	Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan (mestinya juga dengan penuh empati dalam pelayanannya).
4.	Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah/pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka instansi/lembaga pemerintah/pemerintah yang bersangkutan berkewajiban “memberi peluang”, kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hardiansyah dalam buku yang berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya.” (2011:43) menyatakan bahwa  pelayanan publik harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1.	Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
2.	Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang teguh pada efisiensi dan efektivitasnya.
3.	Kualitas, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberi keamanan, kenyamanan, kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
2.4.5	Prinsip-prinsip Manajemen Pelayanan
	Dalam pelayanan publik yang berkualitas terdapat titik temu antara harapan pelayanan dari masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diberikan penyelenggara pelayanan (pemerintah). Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip manajemen pelayanan, seperti dijelaskan oleh Lembaga Administrasi Negara yang dikutip oleh Ibrahim dalam buku yang berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” (2008:27) terdapat 6 (enam) prinsip yang diharapkan dapat menciptakan akuntabilitas pelayanan publik dengan baik. Secara sederhana 6 (enam) prinsip tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.1
Prinsip-prinsip Manajemen Pelayanan dan Titik Perhatiannya
No	Prinsip-Prinsip	Titik perhatian
		Kebutuhan Publik	Kebutuhan Manajemen/Pengelola
1	Persamaan keuntungan dan logika usaha	Pelanggan merasakan kualitas pelayanan sehingga memberikan keuntungan.	Keputusan terhadap efesiensi ke dalam maupun ke  luar harus terintegrasi secara hati-hati.
2	Kewenangan dalam pengambilan keputusan	Pengambilan keputusan harus didesentralisasikan sedapat mungkin antara organisasi dan pelanggan.	Beberapa keputusan penting yang strategis harus dibuat terpusat.
3	Fokus pengorganisasian	Organisasi harus berstruktur dan berfungsi sehingga tujuan utama menggerakan sumber-sumber dapat mendukung garis depan operasional.	Hal ini sering menuntut kesederhanaan organisasi dengan tanpa penempatan bagian-bagian yang tidak terlalu dibutuhkan.
4	Kontrol/pengawasan	Pemimpin dan pengawas harus memperhatikan dorongan semangat dan dukungan terdahap karyawan.	Prosedur pengawasan yang jeli, namun tidak berbelit-belit.
5	Sistem penghargaan/ganjaran	Wujud kualitas yang dirasakan pelanggan merupakan fokus dari sistem penghargaan/ganjaran.	Semua bidang yang berkaitan sudah seharusnya dipertimbangkan.
6	Fokus pengukuran	Kepuasan pelanggan dengan kualitas pelayanan harus menjadi fokus dan pengukuran yang ingin dicapai.	Untuk memonitor prodiktivitas dan efesiensi internal, kriteria pengukuran ke dalam perusahaan/organisasi dapat digunakan sebaik mungkin, dengan memprioritaskan untuk mencapai kepuasan pelanggan/masyarakat.
Sumber : Lembaga Administrasi Negara (dalam Ibrahim, 2008:27)
2.4.6	Manajemen Pelayanan Publik
Dalam mempelajari manajemen pelayanan publik alangkah sebelumnya kita harus memahami defenisinya. Definisi itu dijelaskan dengan menerangkan; definisi manajemen, definisi pelayanan publik dan definisi manajemen pelayanan publik. Menurut pendapat Manullang dalam buku yang berjudul “Dasar-dasar Manajemen” (1985:17) defenisi manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi manajemen itu dapat diakatakan suatu proses yang dilakukan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas untuk mencapai hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.
Untuk defenisi pelayanan publik menurut Undang – Undang  Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan suatu  rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Sinambela dalam buku yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi” (2014:8) mengatakan pelayanan publik diartikan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Ahmad dalam buku yang berjudul “Etika Manajemen” (2010:3) mengatakan bahwa pelayanan publik (public service) adalah suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non jasa, yang dilakukan olah organisasi publik yaitu pemerintah. Penerima pelayanan publik adalah orang perseorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Jadi, pelayanan publik dapat disimpulkan segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait kepentingan publik.
Jadi, definisi manajemen pelayanan publik menurut Ratminto dalam buku yang berjudul “Manajemen Pelayanan” (2006:4) adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana itu, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan.
2.4.7	Jenis- jenis Pelayanan
Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia, karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik itu sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial. Keanekaragaman dan perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia tersebut.
Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 yang dikutip oleh Ratminto&Winarsih yang berjudul “Manajemen Pelayanan” (2006: 20):

a.	Pelayanan administratif
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya.
b.	Pelayanan barang
Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c.	Pelayanan jasa
Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai berikut:
a.	Business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan konsultasi, keuangan, dan perbankan;
b.	Trade sevice, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam penjualan, perlengkapan, dan perbaikan;
c.	Infrastruktur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam komunikasi dan transportasi;
d.	Sosial and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain dalam kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan
e.	Public administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bentuk pelayanan public yang diberikan kepada masyarakat menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan yaitu :
a.	Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.
b.	Pelayanan Pembangunan, merupakan pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.
c.	Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon, dan transportasi.
d.	Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
e.	Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana pelayanan antara lain :
1)	Mempercepat prtoses pelaksanaan kerja (hemat waktu);
2)	Meningkatkan produktifitas barang dan jasa;
3)	Ketepatan ukuran/kualitas produk terjamin peneyerahan gerak pelaku pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup;
4)	Menimbulkan rasa kenyamanan;
5)	Menimbulkan    perasaan    puas    dan    mengurangi    sifat emosional penyelenggara.

Pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata lain, persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan Karena itu membutuhkan perhatian semua kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun dari masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. 
Keputusan MENPEN Nomor 63 Tahun 2004 yang dikutip oleh Ratminto dalam buku yang berjudul “Manajemen Pelayanan” (2006:20) membedakan jenis pelayanan menjadi 4 (empat) kelompok. Adapun 4 (empat) kelompok tersebut adalah sebagai berikut :
a.	Kelompok Pelayanan Administrasi yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikasi kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah dan sebagainya.
b.	Kelompok Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh public, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
c.	Kelompok pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan olehpublik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.
2.4.8	Standar Pelayanan Publik
Ratminto yang dikutip oleh Winarsih dalam buku yang berjudul “Manajemen Pelayanan” (2006:141) pelayanan yang baik merupakan:
Pelayanan yang dapat diwujudkan apabila dalam lingkungan internal organisasi penyelenggara pelayanan terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) sistem pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat khususnya pengguna jasa, 2) kultur pelayanan dalam organisasi penyelenggara pelayanan, dan 3) sumber daya manusia yang berorientasi pada kepentingan pengguna jasa.  
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Menurut keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 yang dikutip oleh Ratminto dalam buku yang berjudul “Manajemen Pelayanan” (2006:24) standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi :
a.	Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 
b.	Waktu penyelesaian
Waktu penyelesaian ditetapkan sejak saat pengajuan pemohonan sampai dengan penyeselsaian pelayanan termasuk pengaduan. 
c.	Biaya pelayanan
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 
d.	Produk pelayanan
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
e.	Sarana dan prasarana
Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggaraan pelayanan public. 
f.	Kompetensi petugas pemberi pelayanan
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
2.4.9	Unsur – unsur Pelayanan
Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut Moenir dalam buku yang berjudul “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia” (2014:8), unsur-unsur tersebut anatara lain:
a.	Sistem, prosedur, dan metode
Dalam pelayananan perlu adanya informasi, prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan pelayanan.
b.	Personil
Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan. Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.
c.	Sarana dan prasarana
Dalam pelayanan diperlkan peralatan dan ruang kerja serta fasilitas pelayanan.  Misalya seperti ruang tamu, tempat parkir yang memadai dan sebagainya.
d.	Masyarakat sebagai pelanggan
Dalam pelayananya, masyarakat selaku pelanggan sangatlah heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun perilakunya.

Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti contohnya petugas menerapkan sistem antre agar pelayanan dapat berjalan tertib.
Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur personil juga memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan yang baik. Petugas yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pelayanan yang professional untuk   memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas harus melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah heterogen baik pendidikanya maupun perilakunya.
Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunan layanan agar masyarakat sebagai pengguna layanan merasa nyaman. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap, petugas juga akan mudah memberikan layanan.





Kata “kualitas” mengandung banyak pengertian, pengertan kualitas seperti terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:603) di maknai sebagai : 1.) Baik buruknya sesuatu, 2.) Derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan dan lain sebagainya).
Deming yang dikutip dalam buku Sinambela berjudul “Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasinya” (2014:43)  menyatakan bahwa : 
“Kualitas sebagai perbaikan berkesinambungan (continous improvement), Juran menyebutnya sebagai cocok digunakan (fit for use), Crusby mengartikan kesesuaian dengan persyaratan. Selain itu Ishikawa mengartikan dalam bentuk kalimat yaitu, produk yang paling ekonomis, paling berguna dan paling memuaskan pelanggan. Selanjutnya Cortado menyebutnya pula dalam suatu fase yaitu, pada saat kejujuran (the moment of truth) atau kualitas diciptakan pada saat pelaksanaan.”

Daviddow&Uttal yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, indikator dan Implementasinya” (2011:35) menyatakan bahwa : “Kualitas merupakan usaha apa saja yang digunakan untuk mempertinggi kepuasan pelanggan.”
Kotler yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, indikator dan Implementasinya” (2011:35) menyatakan bahwa : 
“Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bearon its ability to satisfy stated or impliend needs”, Kualitas adalah keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.”

Sinambela dalam buku yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasinya” (2014:6) menjelaskan definisi konvensional dari kualitas yang biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti :
1.	Kinerja (performance)
2.	Keandalan (reliability)
3.	Mudah dalam penggunaan (easy of use)
4.	Estetika (esthetics), dan sebagainya.

Gasperz yang dikutip dalam buku Sinambela berjudul “Reformasi Pelayanan Publik; Teori, Kebijakan dan Implementasinya” (2014:7) menyatakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian pokok, yaitu :
1.	Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan langsung, maupun keistimewaan aktraktif yang memenuhi keinginan pelanggan dan memberikan kepuasaan atas penggunaan produk.
2.	Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.


Pasolong dalam buku yang berjudul “Teori Administrasi Publik” (2016:132) menyatakan bahwa : 
“Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasinya itu terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik. Dengan demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator. Karena spesifikasi yang merupakan indikator harus dirancang berarti kualitas secara tidak langsung merupakan hasil rancangan yang tidak tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau ditingkatkan.”

Tjiptono yang dikutip Pasolong dalam buku berjudul “Teori Administrasi Publik” (2016:132) adalah:
1.	Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan.
2.	Kecocokan pemakaian.
3.	Perbaikan atau penyempurnaan berkelanjutan.
4.	Bebas dari kerusakan.
5.	Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat.
6.	Melakukan sesuatu secara benar dari awal dan setiap saat.
7.	Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan.

Montgomery yang dikutip dalam buku Pasolong berjudul “Teori Administrasi Publik” (2016:132) menyatakan bahwa : ”The extent to which product meet the requirement of people who use them. Jadi suatu produk, apakah itu bentuknya barang atau jasa, dikatakan bermutu bagi seseorang kalau produk tersebut dapat memenuhi kebutuhannya.”
Drucker yang dikutip dalam buku Basuki yang berjudul “Budaya Pelayanan Publik” (2013:117) menyatakan bahwa : “Kualitas adalah produk pelayanan, bukan seperti yang ditetapkan oleh pemasok, tetapi yang diinginkan oleh klien atau konsumen dan untuk produk atau pelayanan yang diinginkan itu. Mereka mau dan rela membayarnya.”
Garvin yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya” (2011:37) menyatakan bahwa terdapat lima macam perspektif kualitas yang dapat menjelaskan mengapa kualitas dapat diartikan secara beraneka ragam oleh orang yang berbeda dalam situasi yang berlainan, meliputi :
1.	Transcendental approach, kualitas dipandang sebagai innate excellence, dimana kualitas dapat dirasakan, diketahui, tetapi sulit didefinisikan dan dioprasionalkan.
2.	Product-based approach, bahwa kualitas merupakan atribut ataupun spesfikasi yang dapat kuantitatifkan dan dapat diukur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk.
3.	User-based approach, bahwa kualitas tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga pelayanan yang paling memuaskan prefensi seseorang (percived quality) merupakan pelayanan yang berkualitas tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand oriented ini juga menyatakan bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehiqngga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan kepuasaan maksimum yang dirasakannya.
4.	Manufacturing-based approach, mendasarkan diri pada supply dan terutama memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan pemanufakturan, serta mendefinisikan kualitas sebagai kesesuaian dengan persyaratan. Pendekatan ini berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, yang seringkali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya.
5.	Value-based approach, memandang kualitas dari segi nilai dan harga. Dengan mempertimbangkan trade-off antara kinerja dan harga, kualitas didefinisikan sebagai “affordable excellence”. Kualitas dalam perspektif ini bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai adalah barang atau jasa yang dibeli konsumen maupun pelayanan yang paling bermakna bagi pelanggan. 

Dagger&Sweeney yang dikutip dalam buku Basuki berjudul “Budaya Pelayanan Publik” (2013:107) menyatakan bahwa : “Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”
Wyckoy yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya” (2011 : 95) menyatakan bahwa : 
“Kualitas merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini berarti apabila jasa atau layanan di persepsikan baik dan memuaskan, sebaliknya jika jasa atau layanan yang diterima lebih rendah dari yang diharapkan, maka kualitas jasa atau layanan dipersepsikan buruk. Untuk itu perlu standar yang objektif untuk menilai kualitas pelayanan.”
2.5.2	Kualitas Pelayanan
Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas atau tidak efisien. Karena itu kualitas pelayanan sangat penting dan selalu fokus pada kepuasaan pelanggan. 
Ibrahim dalam buku “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” (2008 : 2) menyatakan bahwa : “Kualitas pelayanan itu adalah persepsi pelanggan/masyarakat, bukan persepsi dari pemberi pelayanan.”
Evan dan Liadsy yang dikutip dalam buku Ibrahim berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” (2008:23) menyatakan bahwa : 
“Kualitas pelayanan itu merupakan hubungan antara kegunaan/kepuasan dengan harga yang harus dikeluarkan pelanggan/konsumen/masyarakat. Kualitas pelayanan dilakukan pada saat pelaksanaan pelayanan tersebut, dikala terjadi kontak antara pelanggan/konsumen/masyarakat dengan pihak yang memberikan/petugas-petugas pelayanan.”

Zeitaml yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya” (2011:46) kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu :
1.	Dimensi Tangibel (Berwujud) terdiri dari :
a.	Penampilan petugas/aparatur dalam melayani pelanggan
b.	Kenyamanan tempat melakukan pelayanan
c.	Kemudahan dalam proses pelayanan
d.	Kedisiplinan petugas/aparatur dalam melakukan pelayanan
e.	Penggunaan alat bantu dalam pelayanan
2.	Dimensi Reliability (Kehandalan), terdiri atas indikator :
a.	Kecermatan petugas dalam melayani pelanggan
b.	Memiliki standar pelayanan yang jelas
c.	Kemampuan petugas/aparatur dalam menggunakan alat bantu proses pelayanan
d.	Keahlian petugas dalam menggunakan alat bantu proses pelayanan
3.	Dimensi Responsiviness (Respon/ketanggapan) terdiri atas indikator :
a.	Merespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan pelayanan
b.	Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat
c.	Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan tepat
d.	Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cermat
e.	Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan waktu yang tepat
f.	Semua keluhan pelanggan direspon oleh petugas
4.	Dimensi Assurance (Jaminan), terdiri atas indikator :
a.	Petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan
b.	Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan 
c.	Petugas memberikan jaminan legalitas dalam pelayanan
d.	Petugas memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan

5.	Dimensi Empathy (Empati), terdiri atas indikator :
a.	Mendahulukan kepentingan pemohon/pelanggan
b.	Petugas melayani dengan sikap ramah
c.	Petugas melayani dengan sikap sopan santun
d.	Petugas melayani dengan ntidak diskrimantif (membeda-bedakan)

Berdasarkan uraian diatas, maka kuantitas adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang kelompok atau lembaga organisasi mengenai kualitas SDM, kualitas cara kerja, serta barang dan jasa yang dihasilkan kualitas juga mempunyai arti yaitu memuaskan kepada yang dilayani baik secara internal maupun eksternal yaitu dengan memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelanggan atau masyarakat. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang telah memenuhi standar yang harus dicapai oeh suatu organisasi atau instansi. Pengertian kualitas dapat diartikan dalam lima dimensi yaitu ; 1.) Tangibel (Berwujud), 2.) Reliability (Kehandalan), 3.) Responsiviness (Respon/ketanggapan), 4.) Assurance (Jaminan), 5.) Empathy (Empati).
Ibrahim dalam buku yang berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya” (2008:28), menyatakan bahwa upaya penyediaan pelayanan yang berkualitas akan dapat dilakukan dengan berkualitas, antara lain harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
1.	Kesederhaan, tata cara pelayanan dapat dilakukan dengan mudah, lancer, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelanggan/masyarakat.
2.	Tanggung jawab sepenuhnya dari para petugas pelayanan dengan pelayanan yang sesuai urutan waktunya, menghubungi pelanggan/masyarakat secepatnya, bila terjadi sesuatu yang perlu segera diberitahukan kepada pelanggan/masyarakat.
3.	Realibilitas, meliputi konsisten/keajegan kinerja yang tetap dipertahankan dan menjaga saling ketergantungan/integrasi antara penyediaan pelayanan dan pelanggan/masyarakat, seperti menjaga ketepatan perhitungan uang/ongkos teliti dalam pencatatan data (sistem informasi yang baik), dan tepat waktu, tepat kualitas, tepat kuantitas.
4.	Kecakapan/kehandalan petugas pelayanan, dengan menguasai keterampilan serta pengetahuan pelayanan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikannya.
5.	Dekat dengan pelanggan dan kemudahan berkomunikasi, tidak hanya secara tatap muka, tetapi dengan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sesuai (misalnya : E-information, E-Commerce, E-Government, E-Learing, dan lain sebagainya).
6.	Keramahan, yang termasuk didalamnya kesabaran, penuh perhatian, empati, persahabatan antara petugas dan pelanggan/masyarakat yang dilayani, walaupun tidak perlu berlebihan.
7.	Keterbukaan, pelanggan/masyarakat dapat mengetahui semua informasi yang mereka butuhkan secara mudah, meliputi tata cara/prosedur, syarat-syarat, waktu penyelesaian pelayanan, biaya dan lain-lainnya.
8.	Komunikasi yang lancar dan kontinyu antara petugas dan pelanggan/masyarakat, sehingga setiap perubahan dapat diinformasikan sebelumnya (pelanggan/masyarakat tidak terkaget-kaget dengan perubahan mendadak, tanpa pemberitahuan lebih dulu).
9.	Kredibilitas, baik petugas pelayanan dan pelanggan/masyarakat yang dilayani, sehingga dengan mudah dapat dibangun suasana saling percaya.
10.	Kejelasan dan kepastian pelayanan, sehingga pelanggan/masyarakat dengan mudah memahami pelayanan yang diberikan dengan segala konsekuensinya.
11.	Keamanan pelayanan, sehingga pelanggan/masyarakat merasa sama, bebas dari was-was dan bahaya, serta resiko yang tidak perlu dan pelayanan yang diberikan.
12.	Mengerti apa yang diharapkan pelanggan/masyarakat. Berusaha mengerti, memahami, mencari, menpelajari apa saja kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang diharapkan oleh pelanggan/masyarakat yang dilayani.
13.	Nyata, segala sesuatunya nyata atau berwujud dengan biak, misalnya alat peralatan, petugas yang cukup dan handal, identitas yang jelas dan kelengkapan-kelengkapan penunjang lainnya.
14.	Efisiensi, bahwa pelayanan hanya dibatasi dalam konteks hal yang dilayani, sehingga dapat berjalan dengan baik.
15.	Ekonomis, baik waktu, biaya dan tenaga, sesuai dengan jenis/kategori pelayanan yang diberikan.


Gespersz yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya” (2011:51) menyatakan bahwa adanya beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam peningkatan kualitas pelayanan yaitu :
1.	Ketepatan waktu pelayanan.
2.	Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas.
3.	Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.
4.	Tanggungjawab yang berkaitan dengan penerimaan pesanan, maupun penanganan keluhan.
5.	Kelengkapan, menyangkut ketersediaan sarana pendukung.
6.	Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan.
7.	Variasi model pelayanan, berkaitan dengan inovasi.
8.	Variasi model pelayanan, berkaitan dengan flesibilitas/penanganan permintaan khusus.
9.	Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang, kemudahan dan informasi.
10.	Atribut yaitu AC, fasilitas ruang tunggu, fasilitas music atau TV dan sebagainya.

Brown yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya” (2011:52) menyatakan bahwa di mata masyarakat, kualitas pelayanan meliputi ukuran-ukuran sebagai berikut :
1.	Reliability, yaitu kemampuan untuk memproduksi jasa sesuai yang diinginkan secara tepat.
2.	Asurance, yaitu pengetahuan dan kemampuannya untuk meyakinkan.
3.	Empathy, yaitu tingkat perhatian dan atensi individual yang diberikan kepada pelanggan
4.	Responsiveness, yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan memberikan pelayanan yang tepat.
5.	Tangibles, yaitu penyediaan fasilitas fisik dan kelengkapan serta penampilan pribadi.
Salim & Woodward yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya” (2011:52) menyatakan bahwa dimensi kualitas pelayanan publik terdiri dari :
1.	Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya yang sedikit mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Eficency atau efisiensii adalah suatu keadaan yang menunjukan 3tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik.
3.	Efectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah diterapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi.
4.	Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggrakan dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan.

Levinne yang dikutip dalam buku Hardiansyah berjudul “Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya” (2011:53) menyatakan bahwa dimensi kualitas pelayanan terdiri atas :
1.	Responsiviness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providersterhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customers.
2.	Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3.	Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
	
2.6	Kualitas Pelayanan Publik
Ibrahim dalam buku yang berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya” (2008:67) menyatakan bahwa : “Pelayanan prima adalah sesuatu yang berkualitas, memuaskan dan sangat memuaskan pelanggan/masyarakat, merupakan bagian dari manajemen mutu terpadu, bersifat berlanjur.”
Ibrahim dalam buku yang berjudul “Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya” (2008:66) menyatakan bahwa : “Pelayanan publik yang prima adalah Pelayanan oleh pemerintah(an) kepada masyarakat dengan berbagai dimensi, standar, proses dan implementasinya, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan tersebut.”
Pelayanan publik yang prima guna meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu juga pelayanan yang berkualitas dapat dilakukan dengan konsep layanan sepenuh hati. Layanan sepenuh hati ini yang digagas olet Patricia Patton dimaksudkan layanan yang berasal dari diri sendiri yang mencerminkan emosi, watak, keyakinan, nilai, sudut pandang dan perasaan. Maka dari itu aparatur pelayanan dituntut untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati kepada masyarakat. Layanan seperti ini tercermin daari kesungguhan aparatur untuk melayani. Kesungguhan pelayanan ini dijadikan tujuan utama untuk memuaskan pelanggan yaitu masyarakat.Sehingga kepuasan pelanggan dapat dijadikan barometer dalam mengukur keberhasilan pelayanan.
Patton yang dikutip dalam buku Sinambela berjudul “Reformasi Pelayanan Publik” (2014:9) menyatakan bahwa nilai yang sebenarnya dalam layanan sepenuh hati terletak dalam empat sikap, yaitu :
1.	Passionate (gairah), yaitu berupa semangat besar terhadap pekerjaan, diri sendiri dan orang lain juga yang berarti menghadirkan kehidupan dan vitalitas dalam pekerjaan,
2.	Progressive (progresif), yaitu penciptaan cara baru dan menarik untuk meningkatkan layanan dan gaya pribadi. Dan bersikap kreatif dimulai dari berfikir, bukannya membatasi diri sendiri terhadap cara memberi layanan.
3.	Proactive (proaktif), yaitu supaya aktif harus melibatkan pekerjaan kita. Kebanyakan orang hanya berdiam diri dan hanya menanti diminta melakukan sesuatu bila diperlukan saja. Untuk mencapai kualitas layanan diperlukan adanya inisiatif. Nilai tambah layanan sepenuh hati merupakan alasan yang mendasar mengapa dan untuk apa melakukan sesuatu bagi orang lain.
4.	Positive (positif), yaitu dengan senyum yang merupakan sikap positif dan sebagai bahasa isyarat universal yang dipahami semua orang. Berlaku positif berarti seyogyanya berlaku hangat dalam menyambut para konsumen dan tidak ada pertanyaan atau perintaan yang tidak pada tempatnya.

Tingkat kepuasan seseorang pelanggan dapat dilihat dari nilai  produk  atau  jasa  yang  diberikan  oleh  instansi.  Nilai tersebut ditentukan oleh berbagai faktor-faktor kualitas pelayanan. Kebutuhan pelanggan terhadap produk atau jasa didasarkan atas beberapa karakteristik. Karakteristik tersebut merupakan harapan pelanggan. Pemenuhan harapan pelanggan adalah tugas instansi dalam memberikan produk berupa pelayanan yang terbaik. Zeithaml, Berry dan Parasuraman, yang dikutip Tjiptono dan Diana dalam buku Total  Quality  Management (2003: 690) mengidentifikasi lima dimensi kualitas, yaitu:
1)	Bukti langsung (tangibles), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi.
2)	Kehandalan (reliability), yakni kemampuan memberikan pelayanan  yang  dijanjikan  dengan  segera  dan memuaskan.
3)	Daya  tanggap  (responsiveness),    yaitu  keinginan  para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
4)	Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko atau ragu-ragu.
5)	Empati (emphty), meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan









Sinambela dalam buku yang berjudul “Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi” (2014:6), menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik tercermin dari :
1.	Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara m2emadai serta mudah dimengerti.
2.	Akuntabilitas, yaitu pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisien dan efektivitas.
4.	Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5.	Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminatif dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, golongan, status spsial.




















Kualitas pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang berhubungan dengan kualitas pelayanan publik dimana kualitas pelayanan publik tercermin dari : (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Kondisional, (4) Partisipatif, (5) Kesamaan hak, (6) Keseimbangan hak dan kewajiban.







Kualitas Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Telukjambe Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang







6.	Keseimbangan Hak dan Kewajiban
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